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PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PERNYATAAN HARTA
UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK
(FORMULIR SURAT PERNYATAAN])

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan

Pajak, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1.

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang _-Seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan. cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan, sebagaimaria
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak;

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang
dimilikinya baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
maupun di lnar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Surat Pernyataan
Harta untuk Pengampunan Pajak {selanjutnya disebut Surat Pernyataan);

Surat Pernyataan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang-ditentukan oleh Meritert Keuangan;
Surat Pernyataan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) disertai
dengan lampiran herupa Daftar Rincian Harta dan Utang yang disampaikan dalam

bentuk salinan digital (softcopy) dan formulir kertas (hardcopy) dengan format yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

‘Surat Pernyataan ditandatangani sendiri .oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau dalam
hal Wajib Pajak Badan -diwakili oleh Pemimpin Tertinggi atau Kuasa sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tenfang Pengampunan Pajak;
Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani;

Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir Surat Pernyataan ke Kanior Pelayanan
Pajak (KPP} -atau dengan cara mengunduh {download) melalui website
www.pajak.go.id;

Wanb Pajakk harus melunasi seluruh Tunggakan Pajak, membayar Uang Teébusan
sebelum menyampaikan Surat Pernyataan; dan pajak yang tidak atau kurang dibayar

atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang

sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

Pembayaran Uang Tebusan menggunakan Surat Sétoran Pajak dan/atau sarana
administrasi liin yang disamakan dengan surat sé¢toran pajak yang berfungsi sebagai
bukti pembayarani Uang Tebusan déngan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan

Kode Jenis Setoran 512 dengan isian masa dan tahun pajak pada saat pembayaran



10.

1.

12,

dilalukan;

Wajib Pajak wajib.membayar atau menyetor Uang Tebusan melalui bank yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran Uang Tebusan (Bank Persepsi)

sesuai dengan Keputusati Menteri Keuangan nomor-600/KMK.03/2016.

Wajib. Pajak wajib membayar atau menyetor selurtuh Tunggakan Pajak melalui bank
yvang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank
Persepsi] dan kantor pos yang ditunjuk cleh Menteri Keuarigan untuk mérierima
pembayaran pajak (Kantor Pos Persepsi).

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam
periode Pengampunan Pajak. Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga

dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum atau setelah Surat Pernyataan pertama

atan Surat Pernyataan kedua memperoleh Surat Keterangan.



PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pernyataan adalah sebagai

berikut:
1. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

2. Kolem Identitas:
Waiib Pajak dapat mengisi dengan menggunakan komputer/tulis tangan/mesin ketik.
Untule isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Alamat Tempat
Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia,
Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas, dan email)] maupun untuk isian yang terstruktur
{seperti: NPWP, NIK/SIUP/Akta Pendirian, Nomo: Telepon/Faksimili, Nomot HP, dan
KLU} kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan.

Contoh Pengisian untuk Orang Pribadi :
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Catatan:

- Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri diisi dengan alamat
korespondensi Wajib Pajalc di Luar Negeri dalam hal Wajib Pajak bertempat tinggal di
Luar Negeri, jika Wajib Pajak tidak memiliki tempat ti'ngga] di Luar Negeri kolom ini
dapat dikosongkan.

- Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia diisi dengan alamat
korespondensi Wajib Pajak di Indonesia yang akan digunakan sebagai alamat syrat
menyurat untuk keperluan proses Pengampunan Pajak.

- Kolom Nomor Telepon, Nomor HP, dan email wajib diisi dengan Nomor Telepon,

Nomor HP, dan email Wajib Pajak yang-dig-unakan secara aktif.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
a. dalam menuliskan sepuluh ju_ta-'rupiah adalah: 10,000.000 (BURAN 10.000.000,00);
b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima _puluh sen adalah: 125
(BUKAN 125,50).



6. Surat Pernyataan dibagi dalam 8 bagian yaitu:

- e

gi
‘h.

BAGIAN AWAL

IDENTITAS

SPT TAHUNAN

TAMBAHAN HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT
DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

UANG TEBUSAN

LAMPIRAN'

PERNYATAAN

7. BAGIAN AWAL

Pada Bagian Awal Surat Pernyataan terdapat hal yang perlu dilakukan isian oléh Wajib-

‘Pajalk yaitu pernyataan.

PERNYATAAN

Pada bagian periyataan, Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang (V) pada
salah satn kotak pilihan, PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA sesuai dengan keadaan

sebenarnya.

8. IDENTITAS

Pada bagian identitas Surat Pernyataan, Wajib Pajalk harus mengisi hal-hal sebagai

berikut:

a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang men'yampaikan Surat Perriyataan.

‘NIK/SIUP/AKTA PENDIRIAN

a. Untuk Wajib’ Pajak orang pribadi tidak berstatus sebagai pengusaha:

Piuist dengan NIK {Nomor Induk Kependudukan). dari Wajib Pajak yang
menyampaikan Surat Pernyataari, dengan contoh pengisian sebagai berikut:
1234567890123456

Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat

Tértenitu di Luar Negeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nel, dengan contch

pengisian sebagai berileut:

0000000000000000

b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pengusaha;

Diisi dengan NIK dan/atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Wajib Pajak



yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak orang pribadi, dernigan
contoh pengisian sebagai berikut:

1234567890123456/ 500/SIUP/2016

Kewajiban mencantimkan nomor SIUP dalam ©Surat Pernyataan hanya
diperuntikkan bdgi Wajib Pajak yang telah memiliki SIUP pada saat mengajukan
Surat Pernyataan.

Dalam hal SIUP tidak ada, diisi deéngan angka nol, dengidn contoh pengisian
sebagai berikut:

0000000000000000

Jika Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pernyataan di Tempat
Tertentu di Luar Negeri tidak memiliki NIK, diisi dengan angka nol, dengan coritch
pengisian sebagai berilcut:

0000000000000000

c. Untuk Wajib Pajak badan:
Diisi -dengan SIUP atau Akta Pendirian dari Wajib Pajak yang menyampaikan
Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:
500/SIUP/2016 / AHU-12345.AH.01.04 Tahun 2013

d. NOMOR PASPOR

Biisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. (wajib diisi oleh Weijib Pajak yang memiliki alamat
tempat tinggal/ kedudukan di luar negeri dan oleh Wuyjib Pajak. yang telah memiliki.
paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikesongkan), dengan
contohn pengisian sebagai berikut:

A 1234567

. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat terapat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indenesia dari Wajib
Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang akan digunakan sebagal alamat
korespondensi surat menyurat dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak {jika
Wajib Pajak menyampaikar: Surat Pernyataan di Tempat Terteniu di Luar Neg_e'rf dan
tidak memiliki alamat tempat tinggal/ kedudukan di Indonesia, isian .ini dapat

dikosongkan).

ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
Diisi dengan alamat tempat tinggal /kedudukan sebenarnya di luar negeri dari Wajib
Pajak yang menyampdikan Surat Pernyataan (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki

alamat tempat tinggal/ kedudukan di-luar negeri-

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang



merniyampaikan Surat Pernyataan, contoh: Pégawai Swasta, Pegawal Negeri Sipil,

pedagang emas, dan lain-lain.

. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki, secara alktif digunakan,; dan
‘secara nyata .dapat dihubungi dari Wajib ..Pajak yang menyam_paika’n Surat

Pernyataan

NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon. selular (handphone) yang dimilili; secara aktif
digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan
Surat Pernyataan. Nomor telepon selular (handphone) ini akan menjadi nomor yang

akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.

EMAIL.

Diisi dengan alamat surat elektronik (e-mail} yang dimiliki dan secara aktif
digunalan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Alamat e-mail ini
akdn menjadi alamat e-mail yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian

Perigampunan Pajak.

. UMKM:

Pada bagian UMKM, Wajb Pajak yang meriyampaikan Surat Pernyataan harus

memberikan tanda centang (V) pada:

¢ Dbagian YA jika Wgjib Pajak menyampaikan sural pernyataan mengenai besaran
peredaran usaha atau SPT Tahunan PPh Terakhir, yang menyatakan bahwa
‘besaran peredaran usahanya sampal dengan Rp4.800.000.000; atau

» Dbagian TIDAK j’_ika Wajib Pajak- TIDAK menyampaikan surat pernyatdan mengenai
besaran peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 atau menyampaikan
SPT Tahunan PPh Terakhir yang menyatakan bahwa besaran peredaran
usahanya lebih dari Rp4.800.000.000.

Bagian KLU hanya diisi jika Wajib Pa_jak memberikan tanda centan g___{'-\_f')' pada bagian.

YA.

PEMBUKUAN
Pada ba"-gi'an pembukuan, Wajib Paj‘ak yang menyampaikan Sural Pernyalaan haros
memberikan tanda centang ('-\fj_) pada:
+ Dbagian YA jika Wajib Pajak melaksanakan pembukuan; atau
Wajib Pajak diharuskan menuliskan periode tahun pajak awal dimana Wajib
Pajak mulai melaksanakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang melaksanakan

pembukuan, Wajib Pajak memberikan tanda centang (v] pada bagian DIAUDIT




dalam hal pembukuan Wajib Pajak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau
memberikan tanda centang '['\-’])' pada bagian TIDAK DIAUDIT dadlam hal
pembukuan Wajib Pajak tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

» bagian TIDAK jika Wajib Pajak tidak melaksanakan pembukuan.

m. MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK
Pada bagian menggunakan jasa konsultan pajak yang bertindak sebagai penerima
kuasa, Wajib Pajalk badan yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memberikan
tanda centang (V) pada:
» bagian YA jika Wajib Pajak badan menggunakan jasa Kkorsultan pajak untuk
membuat dan menandatangani Surat Pernyataan; atau
e bagian TIDAK jika Wajib Pajak badan TIDAK mengguiiakan jasa korsultan pajak

untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.

n. NAMA KONSULTAN PAJAK
Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (¥) YA pada bagian MENGGUNAKAN
KONSULTAN PAJAK, Wajib Pajak juga harus menulis nama konsultan pajak yang
memhantu Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. Jika Wajib Pajak memberikan
tanda. centang (V) TIDAK pada bagian MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK, bagian

ini diisi dengan tanda “ - “ {tanda strip).

9, SPT TAHUNAN
ANGKA 1 - HARTA BERSIH DALAM SPT PPh TERAKHIR
Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan,
baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak Dbergerak, baik
vang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam
dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah
pokok utang yang belum dibayar yang. berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang,
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dilaporkan Wajib Pajak
dalam SPT PPh Terakhir.

Angka 1 diisi dengan nilai total Bagian A dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

10. HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT
a. ANGKA 2 - HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruly harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib
Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya.
dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.
Angka 2 diisi dengan.nilai total Bagian B dari Daftar Rincian Harta dan Utang.



b. ANGKA 3 - HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM
NEGERI (REPATRIAS])
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib
Pajak yang berada di luar negert namun belum pernah atau beélum sepenuhnya
dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut
dialihkan oleh Wajib Pajak ke ddlam negeri (repatriasi).

Angka 3 diisi dengan nilai total Bagian C'dari Daftar Rincian Harta.dan Utang.

c. ANGKA 4 - HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE
DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI)
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib.
Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau Belum sepenuhnya
dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut tidak
dialthkan ke dalam negeri (tidalk direpatriasi).

Angka 4 diisi dengan nilai total Bagian D dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

11. PASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN
Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan dasar peéngenaan uang tebusan
(DPUT}.

a. ANGKA 5 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib

Pajak yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri namun belum pernah

atan belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

1) ANGKA 5.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA
BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI
Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta
bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan (direpatriasi) ke dalam negeri:

(angka 2-Surat Periwyataan ditambah angka 3 Surat Pernyataan).

2) ANGKA 5.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN
'KE DALAM NEGERI
Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak

dialihkan (tidak direpatriasi) ke dalam negeri (angka 4 Surat Pernyataan).

b. ANGKA 6 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERMOHONAN
SEBELUMNYA
Kolom ini hanya diisi untuk penyampaian Surat Pernyataan kedua atsu Surat
Pernyataan kctiga.
1) ANGKA 6.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGER] DAN HARTA
BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI
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Bagian ini diisi deéngan. DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri; dan

harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang

tercantum dalam Surat Pernyataan sebelurmnya dengan keténtuan sebagai

berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.a diisi derigan nilai dengan angka
0 (nol).

- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.a pada Surat Pernyataan kedua diisi

dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan
Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dafi pekerjaan dalam
hubungan kerja dari/atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a, Surat Pernyataan pertama derigari total Harta sampai dengan

Rp10.000.000.000, dan.

b. Sutat Pernyataan kedua dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,
maka, angka 6.a pada Surat Pernydtaan kedua diisi dengan nilai hasil
perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan pertama dengan

0,5%
2%

- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.a pada Surat Pernyataan ketiga diisi.

dengan nilai angka 5.a pada Surat Pernyataan kedna,

Khusus untuk Wajib Pajak. derigan Peredaran Usaha sampal dengan
Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghas'ﬂan dari pekerjaan: dalam
hubungan kerja dan /atau pekerjaan bebas yang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta samp‘ai dengan

Rp10.000.000.000, dan

b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp 10.000.000.000,
maka, angka 6.a pada Surat Pernyataan Ketiga diisi dengan nilai hasil
perkalian antara nilai pada angka 5.a pada Surat Pernyataan kedua dengan

0.5%
20

Contoh:

Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan
tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dal‘anlhﬂbﬂngan kerja dan/atau
pekerjaan bebas menyamp&iikan Surat Pernyataan pertama sebag’ai berikut:
a). Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir

1.  Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.600.000.000

i1,  Utarig pada SPT PPh Terakhir = Rp750.000.000
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iii.  Harta Bersih pada SPT PPh Teralchir = Rp250,000.000
b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam

SPT PPh Terakhir.

i, Harta = Rp2:000.000.000
ii. Utang = Rp1.000.000.000
iii. Harta Bersih = Rp1.000.000.000

¢) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang
belum pernah dilaporkan dalamn SPT PPh Terakhir

i. Harta = Rp4.000.000.000.
ii. Utang = Rp2.000.000.000
ifi.  Harta Bersih = Rp2.000.000.000

d) ‘Nilai Harta Bersih di luar negéri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
i.  Harta = Rp1.000.000.000
Rp500.000.000.
Rp500.000.000

]

i.  Utang

iii. Harta Bersih
Total Harta = Rp8.000.000.000
DPUT harta bersih yang berada di dalain negeri dan harta bersih yang berada
di luar negeri sérta dialihkan ke dalam negeri
="Rp1.000.000.000 + Rp2.000:000.000 = Rp3.000.000.000

(diisikan pada Angka 5.4 Sural Pernyataan pertamal)

Wajib Pajak derigan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan
tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau
pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut:
a) Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
i.  Harta pada SPT PPh Terakhir
ii. Utang pada SPT PPh Terakhir
iii.  Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir

i

Rp1.000.000.000
Rp750.000.000
Rp250.000.000

b} Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernakh dilaporkem_ dalam
SPT PPh Terakhir

i,  Harta = Rp4.000.000,000
ii, Utang = Rp2.000.000.000
iii.  Harta Bersih = Rp2.000.000.000

c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang
belum pernah dilaperkan dalam SPT PPh Terakhir

i.  Harta = Rp4.,000.000.000.
ii. Utang = Rp2.000.000.000
iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000

d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri

yang belum pemah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
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i

Rp1.500.000.000
Rp750.000.000
Rp750.006.000

i. Harta

ii. Utang

It

ili, Harta Bersih
Total Harta = Rp10.500.000.000
DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada
di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri
= Rp2:000.000.000 + Rp2.000.000.000 = Rp4.000.000.000
(diisikan pada Angka 5.a Surat Pernyataan kedua)
DPUT pada pernyataan sehelumriya =

. 0;5%

Rp3:000.000.000 x == = Rp750.000.000

(diisikan pada Angka 6.a Surat Pernyataan kedua)

ANGKA 6.b - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK
DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak
dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya
dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.b diisi dengan nilai dengan angka

0 (o).
- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.b pada Surat Pernyataan kedua. diisi

dengan nilai angka 5.bpada Surat Pemystdan pertama.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha. sampai dengan
Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas yarg menyampaukar.

a. Surat Pernyataan pertama dengan total Harta sampal dengan

Rp10:000.000.000, dan

h. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta'lebih dari Rp10.000.000.000,
maka, angka 6.b pada Sural Pernyataann kedua diisi dengan nilai hasil
perkalian antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan pertama dengan

0,5%
204"

- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.1 pada Surat Pernyataan ketiga diisi

dengan nilai angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua.

Khusus untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan
Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas vang menyampaikan:

a. Surat Pernyataan kedua dengan total Harta sampai dengan
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Rp10.000.000.000, dan
b. Surat Pernyataan ketiga dengan total Harta lebih dari Rp10.000.000.000,
maka, angka 6.b pada Surat Pernyataan ketiga diisi dengan nilai hasil
perkalian .antara nilai pada angka 5.b pada Surat Pernyataan kedua dengan

0;5_"/1}
29

Contoh:

Wajib Pajak ‘dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan
tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau
pekerjaan bebas menyampaikan Surat Pernyataan kedua sebagai berikut:
a} Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir-
i. Harta pada SPT PPh Terakhir = Rp1.000.000.000
iil. Utang pada SPT PPh Terakhir Rp750.000.000
iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir Rp250.000.000

b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam
SPT PPh Terakhir

i. Harta = Rp2.000.000.000
i, Utang = Rp1.000.000.000
ili. Harta Bersih = Rpl1.000.000.000

c) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang

‘belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

i.  Hatta = Rp4.000.000.000
ii. Utang = Rp2.000.000.000
ifi.  Harta Bersih = Rp2.000.000.000

d) Nilai Harta Bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
yang belim pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
i. Hatta = Rp1.000.000.000
Rp500.000.000
Rp500.000.000

i, Utang

i, Harta Bersih
Total Harta = Rp8.000:000.000
DPUT harta bersih yang berada di luar tegeri yang tidak dialihkan ke dalam
negeri = Rp500.000.000

{diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan kedua)

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ketiga sebagal berikut:
a} Nilad Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir
i,  Harta pada SPT PPh Terakhir
ii. Utang pada SPT PPh Terakhir
iii. Harta Bersih pada SPT PPh Terakhir

m

Rp1.000.000.000
Rp750.000.000
Rp250.000.000

.

¥
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b) Nilai Harta Bersih di dalam negeri yang belum pernah dilaporkan dalam
SPT PPh Terakhir

i. Harta = Rp4.000.000.000
ii. Utang = Rp2.000.000.000
iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000

c) Nilai Harta Bersih di hwar negeri yang dialihkan ke dalam nege'ri yang

belum pernah dilaporkan dalam SPT-PPh Terakhir

i. Harta = Rp4.000.000.000
ii.  Utang = Rp2.000.000.000
iii. Harta Bersih = Rp2.000.000.000

d) Nilai Harta Beérsih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
yang belum perriah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
i. Harta = Rp1.500.000.000
Rp750.000.000
Rp750.000,000

i, Utang

fl

iii. Harta Bersih
Total Harta = Rp10.500.000.000
DPUT harta bersih berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
= Rp750.000.060
(diisikan pada Angka 5.b Surat Pernyataan ketiga)
DPUT pada pernyataan sebelumnya =
0.5%

Rp500.000.000 x === = Rp125.000.000

(diisikan pada Angka 6.b Surat Pernyataan ketiga)

¢. ANGKA 7 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNVATAAN INI

Diisi dengan selisih nilai dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana tercantum

pada angka 5 Surat Pernyataan dengan dasar pengenaan Uang Tebusan pada Sural

Pernyataan sebelumnya sebagaimana tercantum pada angka 6 Surat Pérnydtaan.

1}

ANGKA 7.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA
BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 7.a diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a
Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat
Pernyataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan lebih
kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan yang
mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.a menghasilkan
nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam
kurung “(J”

Contoh:
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Besarnya DPUT harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di
luar hegeri yang direpatriasi pada Surat Pernyataan ini

DPUT pada angka 5.a Surat Pernyataan = Rp7,000,000,000.00

DPUT pada angka 6.a Surat Pernyataan = Rp10,000,000,000.00 -

DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan = (Rp3,000,000,000.00)

2) ANGKA 7.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN
KE DALAM NEGERI
Angka 7.b diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka S:b

Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat

Pernvataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan, lebih

kecil dari: DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan yang.

mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.b menghasilkan

nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam

kurung “( }*
Contoh:

Be.sar'nya DPUT harta bersihi-di luar ne ge_‘ri yvang tidak
direpatriasi pada Surat Pernyataan ini
DPUT pada angka 5.b Surat Pernyataan = Rp7,000,000,000.00

DPUT pada angka 6.b Surat Pernyataan

= Rp10,000,000,000:00 -

DPUT pada angka 7.b Surat Pernyatdan = {(Rp3,000,000,000.00)

12. UANG TEBUSAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Uang Tebusan.

a. ANGKA 8 - PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF BERDASARKAN PERIODE
PELAPORAN PENGAMPUNAN)

Bagian ini diisi dengan nilai Uang Tebusan untuk Harta bersih yang dilaporkan

dalarn -Surat Pernyataan -yaitu hasil 'perkaiian antara DPUT pada angka 7 Surat

Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang

Pengampunan Pajak,

1} ANGKA 8.a - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN
HARTA BERSIH DI LUAR NEGERT YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 8.a diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.a Surat

Pernyataan dengan tarif Pengampunar Pajak sesuai dengan Undang-Undang

'Pen'g'ampunan.Paj_ak. Adapun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

'NG | Periode

Penyampaian

Tarif untuk Wajib
Pajak yang

mengungkapkan

Tarif untuk Wajib Pajak dengan
Peredaran Usaha sampai dengan

Rp4.800.000.000 dan tidak
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[ harta bersin di | menerima penghasilan dari
dalam negeri dan | pekerjaan dalam hubungan kerja
harta: bersih di | dan/atau pekerjaan bebas
luar negeri yang | Harta  sampai | Harta lebih
direpatriasi dengan dari

Rp10.000.000.0 | Rpl10.0C0.000.
00 000
1 | Pertama
(1 Juli2016.
s.d. 2% 0,5% 2%
‘30 September
2016)
2 | Kedua
(1 Oktober
2016 s.d. 3% 0,5% 2%
31 Desember
2016}
3 | Ketiga
(1 Januan 5% 0,5% 2%
2017 s.d,. 31
Maret 2017)

2) ANGKA 8.b - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG
TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI
Arigka 8.b. diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.b Surat
Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesual dengan Undang-Undang

Pengampunan Pajak. Addpun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

No | Periode Tarif untuk Wajib | Tarif untuk Wajib- Pajak dengan
Penyampaian | Pajak ‘'yang | Peredaran Usaha sampai dengan
mengungkapkan | Rp4.800.000,000 dan tidak

harta bersih di | menerima penghasilan dari

luar negeri yang | pekerjaan dalam hubungan kerja

tidak direpatriasi | dan/atau pekerjaan bebas

Harta sampai | Harta lebih
dengan dar:
Rpl10.000.000.0 | Rp10.000.000.
00 000
1 | Pertama
) 4%, 0,5% 2%
(1 Juli 2016 '
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s.d.

30 September
2016)

2 | Kedua

{1 Oktober
2016 s.d. 6% 0,5% 2%

31 Desember
2016)
- 3 | Ketiga

(I Januari
2017 s.d. 31
Maret 2017)

10% 0,5% 2%

b. ANGKA 8.c - JUMLAH UANG TEBUSAN (8.a + 8.h)
Diisi denhgan jumlah selurih Uang Tebusan yang masih harus dibayar/yang lebih
dibayar oleh Wajib Pajal. Angka 8.c diisi déngan penjumlahan antara Uang Tebusan
untuk Harta bersih di dalam negeri dan Harta bersily di luar negeri yang dialihkan
ke dalain negeri {angka 8.a Surat Pernyataan) dengan Uang Tebusan untuk Harla
bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (angka 8.b Surat
Pernyataan) (8.2 + 8.b). Dalamm hal nilai yang diperoleh merupakan nilai

negatif/minus, diisi dengan menggunakan tanda kurung “( ).

c. ANGKA 9 - UANG TEBUSAN
Angka ¢ diisi dengan nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan.
Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai positif,
Wajib Pajak mengisi tanda centang (V) pada bagian YANG MASIH HARUS DIBAYAR
dan mengisi TANGGAL PEMBAYARAN dengan tanggal dilakukannya pembayaran
Uang Tebusan dengan format HHBBTT. |
Contoh:
Wajib Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan pada tanpggal 18 Juli 20 16,
Wajib Pajak mengisi pada bagian TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 180716.
Dalam hal Wajib: Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan sebanyak 2 (dua) kali
pada tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016, Wajib Pajak mengisi pada
bagidan TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 2007 16.

Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.¢ Surat Pernyataan merupakan nilai
negatif/minus, Wajib Pajak mengisi tanda centang _('_\fi): pada bagian YANG LEBIH
DIBAYAR dan mengisi tanda centang (V) pada:

» bagian DIKEMBALIKAN jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan

untuk dikembalikan; atau
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bagian DIPERHITUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN PAJAK LAINNYA jika
menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan diperhitungkan dalam Surat
Pernyataan berikutnya atau diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan sebagai kredit pajak.

13. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikar isian tanda centang ()

pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan,

dengan ketentnan sebagai berikut:

4. Wajib membubuhkan tanda centang (V) pada ketak pilihan sebagai berikut:

i.

ii.

DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG beserta dokumen pendukung untuk
Utang;

BUKTI PEMBAYARAN UANG TEBUSAN;

FOTOKOPI SPT PPH TERAKHIR;

b. Membuhuhkan tanda centang (V) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak

pililian sebagai berilkut:

i.

ii.

iv.

V.

vi,

BUKTI PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK, dalam hal "Wajib Pagjak memiliki

tunggakan pajak yang masih harus dilunast;

BUKT! PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM/TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL

WAJIB PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU
PENYIDIKAN, dalam hal Wajib Pajak sedang dalam proses pemeriksaan bukti
permulaati atau penyidikan;

SURAT PERNYATAAN MENGENAI BESARAN PEREDARAN USAHA (UMKM),
dalam hal Wgjib Paak ‘mempunyai Peredaran Usaha sampai dengan
Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam
hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas serta tidak/belum memiliki kewajiban

untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA

YANG BERADA DAN/ATAU DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI KE LUAR
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal Wajib Pajak
mengungkapkan tambahan harta bersih yang belam pernah atau belum

sepenuhnya. dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berada dan Jatau

ditempatkan di dalam negeri;

SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA LUAR

NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI, dalam hal Wajib Pajak
melakukan repatriasi terhadap tambahian Harta Bersih yang berada di luar

negeri;

‘SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN (SESUAL PASAL 8 AYAT (3)

HURUF F UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK), dalam hal

Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau perigajuan sesuai Pasal -8 ayat (3)
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huruf f Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
vii.  SURAT KUASA berupa surat kuasa sebagaimana. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, dalam hal Wajib Pajak memberikari kuasa dalam rangka pembuatan
‘dan penandatanganan Surat Pernyataan;
viii, DOKUMEN LAIN, dalam hal Wajib Pajak menyertakan dokumen lain antara lain:
a. SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA, merupakan surat bermeterai
yang dibuat dan -ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak
merniliki harta tambahan, namun tidak memiliki bukti dokumen pendulaung
apapun atas harta tambahan tersebut.
Contoh:
W’ajib: Pajak memiliki' harta tambahan berupa uang tunai yang disimpan di
rumah, perhiasan, fumitu'r_, lukisah dan lain-lain yang tidak terdapat bukti

pendukung atas harta tambahan tersebut.

b. SURAT PENGAKUAN NOMINEE diperlukan dalam hal dokumen kepemilikan
harta tambahan._yang_--dﬂap‘quan dalam Surat Pernyataan masih atas nama
orang lain. Dokumen ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang
diatasnamakan dalam harta tambahan tersebut. Harta tambahan dimaksud
dapat berupa saham, tabungan, mobil, kapal, tanah, dan/atau bangunan.
Dalam hal pihak yang diatasnamakan sudah meninggal dunia SURAT
PENGAKUAN NOMINEE dibuat dan ditandatangani cleh salah satu ahli waris
atau peneritna wasiat.

¢. Bagi BUT melampirkan surat yang menyatakan bahwa harta tambahan yang
diungkapkan dalam Surat Pernyataan belum pernah dilaporkan dalam

dokumen SPT Tahunan Induk dan Laporan Keuarngan Konsolidasi.

14, PERNYATAAN

a. Bagian tanggal diuisi dengan tanggal penyampaian Surat Pernyataan.

b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang () dibubulkan pada bagian
WAJIB  PAJAK dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN
TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak
sendiri;

¢. Untuk Wajib Pajak Badan:

1) tanda centang (v} dibubuhkan pada bagian PEMIMPIN TERTINGGI dan
pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan.
NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak
Badan; atau

2) tanda centang {\) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian NAMA
WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan
Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib. Pajak
Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wa_jib Pajak Badan berhalangan.
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d. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diis1 dengan:
1} Tanda Tangan Wajib Pajak di atas ineterai Rp6.000 untuk Wajib Pajak
orang pribadi;
2} Tanda Tangan Pemimpin Tertingg_i /Kuasa di atas meterai Rp6.000 disertai

dengan cap perusahaan untuk Wajib Pajak badan.



LAMPIRAN 2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/PJ/2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN
HARTA TAMBAHAN

SURAT.PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN
HARTA TAMBAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak i aaes O SOOI SPP v
NPWP : et ket aa e verens e e
Alamat D e et e e et e ae e e et avie iy

Lertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanyia diisi dalam hal Wajib Pajak

Badan):

Nama Wajib Pajak @ ... eetettieaenein e ans eeraees rer e
NPWP T e e e ey e e at S,
Alamat I e P S R S .

dengan ini menyatakan bahwa:
1. adaiah beriar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan 'Pajak sesuai
dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentarig

Pengampunan Pajak;

2. ‘sebagai tindak lanjuf untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang

tersebut, saya ményatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta tambahan yang

berada di luar negeri ke dalam negeri’ dan untuk meénempatkan dana tersebut dalam

hentuk investasi sebesar Rp ......... dengan rincian harta sebagai berikut:

Nilai {Dalam
No. Kode Harta Nama Harta Mata Uarig Nilai (Rp)
Asing)
1.
2.
3.
TOTAL e

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017,

3.  investasi sebagaimana dimaksud pada an:gka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu pali_ng_: singkat 3 (‘tiga_)_ tahun sejak
dialihkan dalam bentuk:



. surat berharga Negara Republik Indonesia;

o »

. ohligasi Badan Usaha Milik Negara;

obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;

a

A

investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan,
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
g. investasi sekfor fiil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
dari/atau
h, bentulk investasi lainnya yang sah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
4. akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Taribahan
setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sej ak pengalihan Harta.
Demikiafni Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan sayd

laksanakar derigan seksama.

Wajib Pajak/Waldl
Stempel

Meterai
Rp.6000

TR R Ry R L T R




PETUNJUK PENGISIAN
‘CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN
DAN MENGINVESTASIKAN HARTA

1. IDENTITAS
Pada bagian identitas, Wajib Pajak harus mengisi hal-hal sebagai berikut:

a. Nama 'Wajih-’-Paj_a-k-
Diis1 dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
-Menga]ihl{an dan Menginvestasikan Harta.
Dalamm hal Wajib Pdjak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas
herikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemirpin

tertinggi/penerima kuasa.

b. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan
Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.
Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas
berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakar pe_-m"im_p'in

tertinggi/penerima kuasa.

¢. Alamat
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan
dan Menginvestasikan Harta,
Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas
berikuitnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin

tertinggi/penerima kuasd.

2. TABEL RINCIAN HARTA
a. Kode Harta
Diisi. dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai ocleh Wajib Pajak sebagal
berikut:
Kas dan Setara Kas:
011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito

019 ; setara kas lainnya




Piutang dan Persediaan:

021
022
023
029 :

: plutang
- piutang afiliasi

: Persediaan Usaha

piutang lainnya

Investasi:

031 -

032 :

033
034

035+
036
037
038

039

saham yang dibeli untuk dijual kembali

saham

: obligasi perusahaan

: obligasi pemerinitah Indoneésia (Obligasi Ritel Indonesia ataun ORI, surat

berharga syariah negara, dli)

surat utang lainnya

: reksadana
¢ Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)

: penyertdan modal dalain perusahaan lain yang tidak atas saham mneliputi

penyertaan modal pada CV, Firma, dan Sejeni'sn_ya

: Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 .
042 :

043 :

049 :

sepeda
sepeda. motor
mokbil

alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051

052
053 :

054
055
059 :

logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina

perhiasan, logam mulia lainnya)

: batu mulia (intan, berlian, batu ‘mulia lainnya)

barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik,

tukisan, guci, dan lain-lain)

: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetskl, peralatan olahraga khusus

: peralatan elektronik, furnitur

Harta bergeralk l_a'i-nliy’a.'seperti' kuda, hewan ternak, dan lain-lain

Harta Tidak Bergerak:

061 ;
062 :
063 :

069 :

tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan - sejenisnya}
tanah. atau lahan untuk wusaha {lahan pertanian, perkebunan, perikanan
darat, dan sejenisnya)

Harta tidak bergerak lainnya



Harta Tidak Berwujud:

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainhya

Nama Harta

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atan dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan

kode Harta di atas.

. Nilai (dalamn Mata Uang Asing)

Diisi dengan hilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satudn mata

uang asing.

Nilai (Rp)

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata
uang Rupiah, Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai.Harta
tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah derigan menggunakan Kurs

Menteri Keuargan per tanggal 31 Desember 2015.

TOTAL
Diisi dengan totel nilai Harta tambahan yang akan dialihkan dan diinvestasikan

dalam satuan mata uang Rupiah.

. BENTUK INVESTASIT

Bentuk investasi yang dapat ditempatkan dari Harta yang .direpatriasi adalah sebagai

berikiit:

a. sural bérharga Negara Republik Indonesia;

b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintaly;

d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;

¢. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan;

. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

g. investasi sekior riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
dan/atau

L. bhentuk investasi lainnya vang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penghitungan jangka waktu 3 {tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan

Haria tambahannya di cabang bank persepsi penerima dana repatriasi baik yang berada

di dalam negeri maupun berada di luar.negeri.



4. BUKTI PENGALIHAN HARTA
Terkait den-g_an.-p'eh'g_aiihan Harta dari/atau bukti investasi, laporan disal_npaikan secara
berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan tanpa disertai bukti

pendukung pengalihan Harta/bukti-investasi.

5. TANDA TANGAN
a. Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diis1 déngan nama kota dan tanggal Surat
Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan ditandatangani.
b. Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak
yang merupakan- pemimpin tertinggi/penerima kuasa.
c.. Pada hagian’ di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/walkil
Wajib’ Pajak yang merupakan pemimpiii tertinggi/ penerima kKuasa vang bertanda

tangan.



LAMPIRAN 3

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/PJ/2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN

MENGINVESTASIKAN HARTA  TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA.
TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak eriereber el O TP PP
NPWP : eirrasrEserranaa derbrrrarareranran Pierarnarenns T i
Alﬂmat : LR T LTy T T T

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak

Badan};

Nama Wajib Pajak @ ... SO SO SPPOTOON i
NPWP e, et e
Alamat : et ey aa e

dengan ini menyatakan bahwa:

1. adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan
Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak;

2. sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada U.ndan_g—U.n_ci_ang
tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk | tidak mengalihkan dan
menginvestasikan harta tambahan yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri

sebesar Rp ......... dengan rincian sebagai berikut:



Nilai (Dalam
No. Kode Harta Nama Harta Mata Uang Nilai (Rp)
Asing)
TOTAL

3 _{ti__ga} tahun sejak menerima Surat Keterangan;
3. akan menyampaikan Laporan Penempatan Harla Tambahan yang Berada di Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak

pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya
laksanakan dengan seksama.
rerrrnr s e S 7= § .
Wajib Pajak/ Wakil
Stempel

Meterai

Rp.6000

{(Nama Jélas)



PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALTHKAN DAN
MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS
Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah scbagai
berikut:

a. Naina Wajib Pajak
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak
Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indenesia.
Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas
berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang me:r-upa'-ka.n pe-m'.impi-n

tertinggi/penerima kuasa:

b. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampsikan Surat Pernyataan Tidak
Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia,
Dalarn hal Wajib Pgjak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas
berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin,

tertinggi/penerima kuasa,

c¢. Alamat
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak
Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam
‘Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wﬂayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas
berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin

tertinggi/penerima kuasa.




2. TABEL RINCIAN HARTA
a. Kode Harta

Diisi déngan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai

berikut:

Kas dan Setara Kas:

011 :uang tunai

012 tabungan

013 : giro

014 : deposito

19 : setara kas lainnya

Piutang dan Persediaan:

021 ! piutang

022 : piutang afiliasi

023 : Persediaan Usaha

029 : piutang lainnya

Investasi:

031 ; saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan,

034 : obligasi pemerintah Indonesia. (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat
be’r’harg_a Syariah negara, dll}

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 - Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidek atas saham meliputi
penyertaan modal pada CV, Firina, dan sejenisnya

039 : Investasti lainnya

Alat FTransportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobi

049 : alat transportas: lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina.
perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia {intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 1 barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik,
lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar; pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

0355 ; peralatan elektronik, furnitur

059 ; Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain



Harta Tidak Bergerak:

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atan lahan untuk usaha {lahan pertaniafn, perkebunan, perikanan
darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang’

079 : Harta tidak berwujud lainnya

b. Nama Harta
Diis: dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan
kode Harta di atas.

c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)
Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan dan diinvestasikan ke luar negeri
dalam satuan mata uang asing,

d. Nilai {Rp}
Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan dan diinvestasikan ke luar negeri
dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata nang
asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata wang Rupiah dengan
mengguniakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 20135,

e. TOTAL

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yarig tidak dialihkan dan diinvestasikain ke

Iuar negeri dalam satuan mata uang Rupiah.

3. TANDA TANGAN

Pada bagian di atas kolom. tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat

Pernyatean Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah

Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak

yvang merupakan pemimpin tertih_gg_i/ penerima kua‘sa'.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, disi derigan nama Wajib Pajak/wakil Wajib

P’-gjak_ yang merupakan pemimpin tertinggi/ penerima kuasa yang bertanda tangan.



LAMPIRAN 4

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 26/PJ /2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU
PENGAJUAN UPAYA HUKUM

‘SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU
PENGAJUAN UPAYA HUKUM

Saya yang bertanda tangan éi bawah ini:

Nama Wajib Pajak ... e eerieaeis e gen e et rveernarenese (1)
NPWP. L et e, e {2)
Alamat. : s erier e as s e e n et ae s e [3)

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal

Wajib Pajak Badan);

Nama Wajib Pajak : VTR e e re s on e aanans VR (- 3
NPWP SO OO TOPOUTPSUOPUOPUTOPOUUROU (-1
Alamat : et eea e e e m b e et neennas et (6)

dengan ini menyatakan mencabut semua permohonan dan-atau pengajuan yang telah
saya ajukan, meliputi pengembalian kelebihian pembayaran pajak, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi dalam surat kefetapan pajak dan/atau Surat
Tagihan Pajak, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidalk
benar, pengurangan -atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar,
keberatan, pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau
surat keputusan, yang sampai dengan tanggal surat ini belum diterbitkan keputusan.
oleh Direktur Jenderal Pajak dan pengajuan gugatan, banding, maupun peninjauan
kembali yang sampai dengan tanggal sutat ini belum dibacakan putusannya oleh
badan peradilan pajak.

Bahwa apabila karena sesuatu hal, atas permohonan dan/atau pengajuan
yang saya cabut seb&dgannana tersebut di atas terbit snatu keputusan atau putusan,
maka saya menyerahkan semua prosesnya sesuai Ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri dengan
.saben-arnya', dan. apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran atas surat
pernyataan ini, saya bersedia imenerima konsekuensinya sesuai peraturan

p‘eﬂmdaﬂg—undangan yang berlaku,

Meteral
Rp. 6000




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

Nomor-

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomeor

Nomor

(1)

(2)

(6)

(7)

DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan

Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut

permphonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini,

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan

Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini,
Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan
Périgampunan Pgjak dan menyatakan untuk mencabut
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.
Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan
Pengampunan Pajak dan yang menydtakan wuntuk mencabut

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan

Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan

Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut

permohonan schagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini.

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan Pencabutan
Permehonan dan/atau Pengajuan Upaya Hukum ditandatangani.

Diisi dengan Nama Lengkap Wajibh Pajak/wakil/kuasa.



LAMPIRAN 5

PERATURAN DIREXTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/PJ/2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM

Nomor ... et e (1) B PN N (2}
Lampitan @ .........cooe. et (3)
Hal : Permohonan Pencabutan atas Pérmohonan

dan/atau Pengajuan Upaya Hukum

Yth. Diréktur Jenderal Pajak
u.b: Kepala KPP..................

Nama Y U OO PP TP PP e (5}
NPWP T e e e S JCOR S T SR (6)]
Jabatan et e e an b e e e e et ane s e e s eeeeoens (1)
Alamat D e T U U U UUU T OPTRUURIUUPRRRN ¢- 3
Nomor Telepoen. T et erenen s SUTOTUTR eeeenas J PP ()
Bertindak selaku . Wajib Pajak

- Wakil | Kuasa

dari Wajib Pajak

INAITIAL 0 oot oee e vem e s e et e e ens - (X0)
NPWE 5 e, et e (1L
ATAIAL  § et e (12)

bersama ini mesgajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:

a. Nomor dan tan_ggalBPS' : U e S e e (13)
Perihal L e e e e e s i {14)
b. Nomor dan tanggal BPS : e ebeneien e e v (13)
Peérihial RN s S et (14)

€. dan seterusnya.



Alagan pencabutan atas peérmohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah
untuk mememniihi syarat penyampatan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak sesuai
dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak.

Bahwa apabila terdapat permohonan dan/atau pengajnan selain dari yang sudah
saya nyatakan dicabut sebagaimana tersebut di atas, yang baru diketahui kemudian
setelah penyampaian surat pernyataan ini, saya menyatakan bahwa permohonan dan/atau
pengajuan tersebut juga saya cabut, dan menyerahkan proses selanjutnyd kepada Direktur

Jenderal Pajak.

Demikian surat. permohonan pencabutan atas permohonan dan/alau pengajuan

upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak /Wakil/Kuasa¥)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;

2. Kepala Kanwil DJP ....... (16)
Keterangan:

1. Beri tanda X pada | yang sesuai..

2. %) Duisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan
pengajuan upaya hukum ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa

Khusus.




Noraor {1)

Noinor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5}

Normior (6)

Nomor {7)

Nomor (8)

Nomor (9

Nomeor (10}

Nomor (11) :

Nomor {12)

Nomor (13) :

Nomor (14)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN
PENGAJUAN KEBERATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

r Diisi dengan nomor surat permochonan pencabutan sesuai ‘administrasi Wajib
Pajak.

: Diisi dengan nama kotd dan tanggal surat dibuat.

: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
pencabutan,

: Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar.,

: Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-urnidangan di
bidang Ketentuant Umum dan Tata Cara Perpaj_akan..

: Diisi derigan Nomor Pokeok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandalangsani
surat permehonan pencabutan.

: Diisi dengan jabatan ‘Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pericabutan digjukan
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7} ini tidak perlu diisi.

: Diisi dengan -alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pencabutan.

: Diisi dengan nomor telepen Wajib Pajak/wakil/ktuasa yang menandatangani
‘surat permohonan pencabutarn.

: Diisi  dengant nama Wgjib Pajak apabila yang menandatangani sirat

permohonan pencabutan adalah wakil/kiiasa dari Wajib Pajak dan dalam hal

permohonan pendabutan diajukan gleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10)
ini tidak perha diisi.

Diisi derigan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari
Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan cleh Wajib

Pajak Orang Pribadi Nomor (11} ini.tidak perlu diisi.

» Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat

permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal

permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12)

ini tidak perlu diisi.

Diisi dengan nomer dan tanggal Bukti Penerimaan Sural atas permohonan

dan/atau pengajuan upaya hukum.

: Diisi dengan perihal permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang
diajukan permohonan pencabutan, meliputi:

*  pengurangan dtau perighidpusan sanksi administrasi dalam  surat

ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;



Nomor {15) :
Nomor {16) :

» pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

e pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

e keberatan; dan/atau

¢ pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, sural ketetapan pajak dan/atau
surat keputusan. |

Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Ditsi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.




LAMPIRAN 6

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/P3/2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN. PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor : KET -XXX/PP/WPJ. XXX /XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama =~ 777 ('2_}
NPWP (3
Alamat D (B

telah. menvampalkdn Surat Pernyataan untuk Pengamipunan Pajak yéng diterima tanggal
. {5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) atau... (tempat lain yang ditetapkan ol¢h Menteri
Keuangan] (7) dengan tanda terima riomor . {8)

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagal berikut:

o Luar Negeri | Luar Negeri |
oo o L yang yang Tidak
_ . bilaporkan | Dalam | py;op1can Ke | Dialihkan Ke

No Uralan dalam SPT Negerl : T
ST (Rupizh) Rupiahy Dalam Dalam

p (Rupiah Negeri Negeri

{Rupiah) (Rupiah)
1 Nilai Harta Bersih per-akhir ; o .
Tahun Pajak Terakhir () (10) (11) (12)

2 Uang Tebusan:

a. Berdasarkan Surat
Pernyataan Harta |

b. Berdasarkan Surat (13)
Pernvataan Harta II}*

c. Berdasarkan Surat
Pernyataan I1)*

*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan.

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

..... e rereenereerenenn. (14
an.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) {15)
NIP.......... JUR. v (16}

Tembusan:
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FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
Nomor : KET -XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Derigan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama - (2
NPWP Ll (3)
Alamat . (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal
... (5) oleh Kantor Pelayarian. Pajak... (6) atau.. . (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor ... (:8_}

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:

Luar Negeri | Luar N cgeri
. . yang yang Tidak
) Dilaporkan | Dalam | 1 iy e | Dialinkan Ke
No Uraian dalam SPT Negeri

(Rupiah} | (Rupiah) Dalam Dalar,

T Negeri Negeri

B (Rupiah) (Rupiah)

1 | Nilai Harta Bersih per akhir . _ _
Tahun Pajak Terakhir () (19) (11) (12)

2 | Uang Tebusan:

a. Berdasarkan Surat
Pernyataan Harta I

b. Berdasarkan Surat
Pernyataan Harta II}*

¢. Berdasarkan Surat
Pernvataan II)*

(13)

*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan.

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangari ini.

ettt i {14)
a.n.MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,
ttd.

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) [.1-5]

Tembusan:
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PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Petunjuk Umum
1..8urat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib. Pajak dan
tembusannya dikirimkan kepada KPP untuk disatukan dalam berkas Pengampunan
Pajak.

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13"

B. Petunjuk Pengisian

Nomor (1) :  Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Nomor (2) :  Diisi dengan nama Wajib. Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.

Nomor  (3) :  Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.

Nomor  (4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak.

Nomor {5 . Diisi dengan tanggal tanda termma Surat Pernyataan untuk

Pengampunan Pajak .

Nomor  (6) :  Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan untuk

Pengampunan Pajak.

Nomor  (7) :  Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan

untuk:Pengampunan Pajak.

Nomor  (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan untuk
Pengampunan Pajak.

Nomor (9) 1 Diisi dengan nilai Harta bersih yang télah dilapork&n dalam SPT PPh
‘Terakhir per akhir Tahun Pajak Terakhir.

Nomor (10) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri per akhir Tahun Pajak
Terakhir.
Nomor (11} : Diisi dengan nilal Harta bersih yang berada di luar negeri’ yang

dialihkan ke dalam negeri.

Nomor (12) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak

dialihkan ke dalam negeri.



Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Nomaor

Nomor

Nomor

Nomer

Nomor

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(20)

(21)

(25)

(26)

‘Diisi dengan Jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat

Pernyataan untuk Pengampunan Pajak.

Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangaii diterbitkan.

‘Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang

menerbitkan Surat Keterangan.,

Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan

Surat Keterangan.

Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pernyataan untuk Surat Pernydtaan yang
disampaikan ke KPP atau dengan Kepala Kantor Pengolahan Data
dan Dokumen Perpajakan Makassar untuk Surat Pernyataan yang

disampaikan ke Tempat Tertentu.

Diisi dengan nomor urut Harta yang diberikan fasilitas

pengampunan pajak.

Diisi dengan kode Harta yang diberikan fagilitas pengampunan pajak

(kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan].

Diisi dengan nama Harta yang diberikan fasilitas Pengampunan
Pajak.

Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diberikan fasilitas

Pengampunan Pdjak..

Diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

-diberikan fasilitas Penigampunan Pajak.

Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan
fagilitas Pengampunan Pajak.

Diisi dengan nilai Harta yang berada di luar tiegeri yang tidak
dialihkan ke dalam negeri yang diberilkan fasilitas Pengampunan
Pajak.

Diisi dengan nilai Harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke
dalam negeri yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak.

Diisi dengan keteran'g_an atas Harta yang diberikan [fasilitas

Pengampurian Pajak.



LAMPIRAN 7
PERATURAN DIRE;I{TU-R JENDERAL PAJAK.
NOMOR PER - 26/PJ /2016
TANGGAL 19DESEMBER 2016
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...coooviiiiiiinnn. v (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Menimbang &, bahwa Dberdasarkdan Pasal 28 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2016 diatur bahwa pembatalan Surat
Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan
setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan
Pengampunan Pajak;

b.  bahwa Wajib Pajak telah memperoleh Pengampunan
Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Nomor ... (2) tanggal ... (3) ;

C. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat

Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan

Dalam Rangka Pengampunan Pajak Nomor ... (4)
Tanggal .......... (5), telah dilakukan penelitian dengan

usul membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat
ketetapan p_aj_ak-;'
d. bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf &, huruf b, dan huruf ¢ perlu



Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

menetapkan Keputusah Direktur Jenderal Pajak tentang
Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan
pajak Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan
Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampuhan Pajak- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksdnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republk Indonésia
Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN DALAM RANGKA
PENGAMPUNAN PAJAK.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak

dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini,

atas Wajib Pajak :

Nama T e ereeeeie i ereba e ©)

NPWP EOUORURTIORS (7)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:



D AR A

N N R A I R R

................... dst. (8)
Ditetapkan di...coccoeveivnvernn(9)
pada tanggal ................. e {10)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)...(12)

NIP oooveeiicensirinee oo et (13)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT

Notner (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6}
Nomor {7)
Nomor (8)

Nomor {9}

Nomor {10)
Nomor {11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14

TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Diisi dengan nomor Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Diisi dengan nomor Laporan Penclitian Pembatalan Surat
Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan
Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Pembatalan Surat
Tagihan Pajak dan ‘surat keteétapan pajak Secara Jabatan
Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diisi dengan. pihak-yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Paj'a:k, Direktur Jenderal Pajak, Kepala
Unit Kantor penerbit Surat Tagihan Pa_j-ak atau surat ketetapan
pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Diisi dengan nama kota tempal Surat Keputusan Pembatalan
diterbitkan.

Diisi dengan tanggal surat keputusan Pembatalan diterbitkan
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat
Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi déngan tanda tangan, nama, dan NIP p'ejaba.t yang
menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan nomor urut daftar Surat Tagihan Pajak atau surat
ketetapan pdjak yang dibatalkan dalam rangka Pengampunan
Pajak.

Diisi dengan jenis produk hukum Surat Tagihan Pajak atau
surat, ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara

jabatan.




Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum Surat Tagihan
Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan
secara jabatan.

Nomor {16) ¢ Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak.



LAMPIRAN 8

PERA_T-URAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER -26/PJ/2016

TANGGAL 19 :D'ESE_MBER' 20_ 16
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN
‘SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..o (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Menimbang T4l bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telal diubsah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2016 diatur bahwa pembatalan Surat
Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan
setelah  Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan
Pengampunan Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh Perigampunan
Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
Nomor ... (2) tanggal .... (3} ;

c: bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat
Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan
Pajak Nomor ...... veeene. (4) Tanggal ........... {5), telah
dilakukan penelitian dengan usul membatalkan Surat
Keputusan;

d. hahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam. huruf a, huruf b, dan hurul ¢ perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Dalam

Rangka Pengampunan Pajak;




Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 13.1, Tamb.ahaﬂ Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

141/PMK.03/2016 ({Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  PAJAK  TENTANG
PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN DALAM

'RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Membatalkan surat keputusan dengan rincian sebagaimana

ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

ini.

datas Wajib Pajak :

Nama OO (6)
NPWP e, e ()

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaili..

Salinan Keputusan Direkiur Jenderal ini disampaikan kepada:

U

............................



pada tanggal ............ SR (10}

DIREKTUR JENDERAL PAJAK.



......... dIN

1ex8ued wep reen edue]) BweN

T e N LR

AVIVA TVAHANIS INIMAIa 'ue

HO Hv .......................... ﬁmwmcdw .m.mumg
(6) e reeep resjde)elig
8p 7
L
(91) (S1) (+1) (€T
_ N ON
efed unyel/esei uesninda jeins [efiue], UBp IOWON umsny YNpoid st

AN.H ........ v S e raneamr s creaesana e
Hmw...r.-....m ...... ardasrraErarE Praarmanaan Paaraseia :

AOHE .w..;<-1...<.-.-..-..-......- J.{OEZ¢Q«L\
A: Cierepsereaiin feherianes HONON

VIV TVEAANI AN AN IA NYSOALNdAMN

NVAIdINYT

AVLVd NVNAdIVONAD VIDNVE WNVIVd
NVIIVIVLId DNVA NVSAILNdAN LVINS dvIAva

AMJN
SMeled gilem ewey




PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11}

Nomor (12)

Nomor (13}
Nomer (14}
Nomor (15)

Nomor (16)

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Diisi dengan nomor Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Diisi dengan nomor Laporan Penelitian Pembatalan Surat
Keputusan Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
Diisi dengan tanggal Laporan Penelitian Pembatalan Surat

Keputiuisan Secara Jabatah Dalam Rangka Pengampunan

Pajak.

Diisi-dengan nama Wajib Pajak-:
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,

termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kepala

Unit Kantor penerbit Surat Tagihan P'ajak atau sural ketetapan
pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Diisi dengan nama kota tempat Surat Eeputusan Pembatalan
diterbitkarn.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pembatalan diterbitkan
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat
Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan nomor urut daftar Surat Keputusan yang

dibatalkan dalam rangka Pengampunan Pajak.

‘Diisi dengan j_enis produk hukum Surat Keputusan y&ng’

dilakukan pembatalan secara jabatan,

Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum Surat

Keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan.

Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak.



LAMPIRAN 9
'PERATU_RA‘N'DIREKTUR SJENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/PJ/2016:
TAN'GC_}_A"L’ 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ...... eebieiveesennns e (1)

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

‘Menimbang @ a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampuinan Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 diatur bahwa Direktur
Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang
belum dilunasi yang terdapat pada Surat Tagihan Pajak,
surat ketetapan pajak, surat keputusan, dan/atau putusan
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan tahun Pajak
sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir dalam rangka
pelaksanaan Pengampunan Pajak;

b. bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor
................ . (2) tanggal v (3);

c. bahwda berdasarkan Nota Dinas Usuldn Peinghapusan
Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka
Pengampunan Pajak Nomor ......... .. (4) Tanggal ..... eeen. (D),

telah dilakukan penelitian dengan usul menghapuskan



Mengingat

Meénetapkan

PERTAMA

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan hurul ¢ dan dalam rangka
melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b
Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan

Pajak;

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang.
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $899);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang«Undamg_ Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomaor
141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  PAJAK  TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Menghapuskan sariksi administrasi berupa bunhga, denda, atau
kenaikan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini.

atas Wajib Pajak :



KEDUA

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki,

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

.............. dst. (8)
Ditetapkan di........... e (9)
pada tanggal ....... eveereieeenene (10)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nommor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor {7)
Nomor (8)

Nomeor (9)

Nomor {10)

Nomor {11)
Nomor (12)

‘Nomor (13}
Nomor(14)

15)
16)
17)
18)

Nomor |

—

Nomor

_—

Nomor

Nomor |

Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Diisi dengan n_or_hor’ Notda Dinas Usulan Penghapus"a'n Sanksi
Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak,
Diisi derigan tanggal Nota Dinas ‘Usulan Penelitian Penghapusan
Sanksi  Adminisfrasi Secara Jabatan Dalam  Rangka
Pengampunan Pajak.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Kepala
Unit Kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan
pajak yang dibatalkan, dan seterusnya.

Diisi dengan nama Kota tempat Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Jabatan Dalam  Rangka

Administrasi Secara

Pengampunan Pajak ditetapkan.

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

ditetapkan..

Diisi. dengan jabatan pejabat yang menandatangani Surat
Keputusan Penghapusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani Surat Keputusan Pembatalan.

Diisi dengan nomor urut dafltar sanksi administrasi yang dihapus.

Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum sanksi
administrasi yang dihapus.

Diisi-dengan Masa atau Tahun Pajak.

Diisi dengan jenis pajak.

Diisi derigan nilai sanksi administrasi yang dihapus.

Diisi dengan keterangan lain apabila diperiukan.



LAMPIRAN 10

PERATURAN DIREKTUR.JENDERAL PAJAK
NOMOR PER -26/PJ/2016

TANGGAL 19 DESEMBER 2016

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ........... e e e (1
KANTOR PELAYANAN PAJAK...........(2}/

TIM PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA
UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU DI ............ (2)
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :'S8-../PP/WPJ../KP.../..(3 L. e (4)
Sifat : Sangat Segera
Hal . Klarifikasi atas Kesalahan Hitung

Yth. oo, e pereen (5)
NEWP oo 6)
JL v (7)
Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor ...
(8) tanggal ....... (9) dengan ini disampaikan bahwa:
1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat

2.

3.

Keteranigan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan

pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

ULAIATL vvieeivreieenernaeronons o )
Uang Tebusan yang seharusnya RP: ...... PCTOR 0  §
(DPUT x Tarif) (12}

Uang Tebusan yang telah dibayar RD. covieisviarennen (13)
Kekur_a_ngan pembayaran Uang Tebusan Rp. ceiivinns e (14)

Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.

Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas




Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesudian nilai Harta
dan/atau Utang.

4, Terhadap selisih nilai Harta yang tidak dicantumkan dalam surat pembetulan
atas Surat Keterangan 'Pengampunan Pajak, diperlakukan sebagai tambahan
penghasilan pada Tahun Pajak diterbitkannya surat klarifikasi ini; dan berlaku
ketentuan Pasal 18 ayat (1} dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak.

5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan,

Saudara dapat menghubungi Subtim Penelitl/Subtim Penerima dan Peneliti ¥)

yaitu:
Nama e ceveenes (1B)
Nomor Telepon: .....ooovvennnnen (16)

Demikian disampaikan, atas pérhatian dan kerjasama Saudara diucapkan

terima kasih.

a.n. Kepala Kantor,
Ketua Subtim Peneliti/

Subtim Penerima dan Peneliti




Nomot

Nomor

Nomer

Nemor

Nomor
Nomeor
Nomor
Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

Norror

Nomor

PETUNJUK PENGISIAN

CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG

(1)

(2)

(11)

(12)
(13)

(14)

Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

vang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib  Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak

Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi atau

ditiadakan untuk surat yang diterbitkan oleh Tim Penerimaan

dan Penelitian di Tempat Tertentu di Luar Negeri.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan
atau Pajak Penghasilan orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak
menyampaikan Surat Pernyataan di KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar atau Tempat Tertentu dalam hal Wajib Pajak
menyampaikan di Tempat Tertentu.

Diisi dengan nomor surat klarifikasi atas kesalahan hitung.

Diisi dengan tanggal penerbitan surat Klarifikasi atas

kesalahan hitung.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi derigan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajalc.
Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak
menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedarnigkan
berdasarkan ketentuan Pasal .. ayat (..) Undang-Undang
tentang Pengampunan Pajak tarif yang scharusnya -adalah
sebesar 3%.

Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusriya dibayar,
Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan taril
yang seharusnya.

Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar oleh

‘Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar oleh
Wajib Pajak.




Nomor

Nomor

Nomor

Nomor

{15)

(16)

(17)

Diisi dengan nama Subtim Peneliti di Kantor Pelayanan Pajak
atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat Tertentu.

Diisi dengan nomor telepon Subtim Peneliti di Kantor

Pelayanan Pajak atau Subtim Penerima dan Peneliti di Tempat
Tertentu.

Diisi dengan mama Ketua Subtim Penerimia di Kantor

Pelayanan Pajak atau Ketua Subtim Penerima dan Peneliti di

‘Tempat Tertentu

Diisi dengan Nomor Induk Pegawal Ketua Subtim Penerima di
Kantor Pelayanan Pajak atat Ketua Subtim Penerima dan

Peneliti di Tempat Tertentu



